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KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021
dapat disusun/dibuat dengan tujuan utama dalam rangka pertanggungjawaban
Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan hasil kinerja atau potret kinerja dalam
rangka menyelesaikan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan bentuk nyata dan
komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dalam mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen
pertanggungjawaban dan atau akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat tentang
kinerja Lembaga Pemerintah selama kurung waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan
merupakan pelaksanaan dari Tugas Pokok dan Fungsi unsur Penyelenggara Pemerintah
serta Pelaksana Pengelola Sumber Daya dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan
Good Government dan Good Governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah proses kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Salatiga dalam mengukur, mengevaluasi dan menganalisa setiap program
dan kegiatan yang dilaksanan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dengan dijabarkan
dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Proses pelaporan
Akuntabilitas Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga merupakan suatu
kewajiban dalam melaporkan setiap penyelenggaraan program dan kegiatan yang
tentunya banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya.
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Oleh karena itu perlu adanya saran, masukan dan tanggapan yang positif
guna penyempurnaan penyusunan lebih lanjut. Laporan ini pada setiap tahun akan
terus berubah sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan pelaksanaan
pembangunan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah
untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dalam
pencapaian sasaran dan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2021 bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan maupun
evaluasi penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga.

Salatiga, Januari 2022
KEPALA SATUAN POLISI P%ENG
PRAJA
KOTA SALATIGA

#* Drs. Joko Harvono
Pembind Utama Muda
NIP. 19640714 198607 1 002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat
selaras dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman
dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi

seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan dan meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada Undang-Undang

Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 lebih difokuskan pada:

"Perfindungan dan ketertiban masyarakat, merupakan kewenangan Pemerintah

Pusat, Provinsi, Kab/Kota yang pembentukannya harus melalui PeraturanDerah".

Untuk itu, ketertiban masyarakat secara keseluruhan perlu mendapatkan
perhatian yang besar agar dapat mendukung pembangunan untuk dapat berjalan

dengan baik.

"Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong
Praja’.
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut sangat dibutuhkan dalam
upaya mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tenteram dan aman.Untuk mencapai
kondisi daerah tersebut merupakan hal yang tidak mudah bagi Pemerintah Daerah.

Dengan menyadari kesulitan yang mungkin akan timbul, terutama penyatuan persepsi,
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dan untuk mengatasi kendala situasi dan kondisi di lapangan serta kecepatan
penanganannya, maka Depdagri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah
melakukan kerjasama pembinaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
masyarakat yang dituangkan dalam Kesepakatan kerjasama antara Mendagri dan
Kapolri nomor 119/1527/S] Tahun 2002 dan Nomor B/2300/011/2002 tanggal 17 Juli
2002 tentang Kerja Sama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Ada pun unsur yang
terfibat dalam kerjasama tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan

Kepolisian Negara di daerah.

Untuk membangun kondisi daerah yang kondusif dan menciptakan kondisi
masyarakat yang tenteram dan tertib dalam rangka mewujudkan pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga telah menetapkan tujuan dan sasaran utama sesuai dengan rencana strategis

yaitu :

"Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan

Daerah”,

Guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Salatiga telah melakukan langkah-langkah dengan beberapa tindakan antara lain:

a. Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

e. Pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
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f. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan;

g. Pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam;

h. Pelaksanaan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya
terutama guna menegakkan Peraturan Daerah dan menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai program utama yang
merupakan amanah Pemerintah Pusat sebagai tugas pokok yang mau tidak mau harus
dan wajib dilaksanakan. Program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
yang terkadang tidak selaras akan berpengaruh pada peningkatan capaian kinerja
suatu organisasi. Suatu contoh bahwa untuk Program Penegakan Peraturan Daerah
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga digabung dalam Program Peningkatan
Pengendalian Lingkungan sehingga capaian yang dicapai terkadang rancu dengan
Program utama dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Namun
demikian kedua program ini tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok yang
dijalankan. Contoh untuk Penegakan Peraturan Daerah tetap memperhatikan beberapa

aspek yang melekat dalam pelaksanaan tugas.

Dalam melakukan tindakan dan perbuatan menertibkan kepentingan dan
fasilitas umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP harus bertindak tidak
atas arogansi, kekerasan dan menjauhkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga dapat

merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian Satpol PP dalam melakukan
tindakan atau perbuatan guna mengantisipasi atau menanggulangi kendala yang

terjadi yaitu, antara lain:
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a. Aspek sosial, dengan mempelajari kehidupan sosial masyarakat, budaya, tingkah
laku dan pola kehidupan, dengan pendekatan kehidupan lingkungan sekitar agar
dapat berinteraksi dengan kepentingan dan keputusan Pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepentingan umum.

b. Aspek psikologis. Dalam melakukan tindakan perlu memperhatikan perasaan
masyarakat sehingga mendapat simpati dan dukungan agar salah satu pihak tidak
merasa dirugikan dengan keputusan yang akan dilaksanakan untuk mendapat
sanksi dari tindakan dan perbuatan Pemerintah dalam mengambil keputusan.

c. Aspek Hukum. Perlu ketegasan, disiplin dan kekuatan dalam menjalankan
keputusan Pemerintah dalam mengambil tindakan, sehingga dapat menimbulkan
rasa jera terhadap apa yang dilakukan, sebagai bentuk perlindungan terhadap

kepentingan dan fasilitas umum.

Berkaitan dengan aspek-aspek tersebut, maka peranan dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja lebih diarahkan kepada tindakan yang bersifat “preventif” dan
“persuasif’ dalam melakukan pembinaan trantib dan linmas yaitu dengan prinsip yang
menjaga, memelihara dan mencegah agar segala peraturan hukum dan perundang-
undangan tidak dilanggar dan dapat ditaati oleh warga masyarakat. Kedepan Satpol
PP tidak membiarkan dan atau menunggu pelanggaran terjadi kemudian ditindak,
melainkan berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya pelanggaran trantib
dan Perda di lingkungan masyarakat melalui sosialisi, penyuluhan baik berupa produk
ukum vyang berlaku serta pengawasan pelaksanaannya. Misalnya terjadinya
pelanggaran oleh warga masyarakat dengan mendirikan kios/ bangunan atau PKL di
tempat-tempat terlarang seperti trotoar, di jalan hijau, di bantaran sungai dan lain-lain,
maka selaku aparat penegakkan perda dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga akan mengambil langkah-

langkah pengcegahan dengan memberi peringatan dan pembinaan melalui pendekatan
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yang persuasif kepada masyarakat tanpa perlu mengambil tindakan kekerasan yang

dpat mengakibatkan terjadinya banyak korban.

Adapun dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang
dihadapi antara lain : Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
khususnya bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS yang terbatas dalam
penindakan pelanggaran, belum memahami dan melaksanakan SOP sebagai dokumen
pendukung dalam mengukur prosedur operasional, sarana prasarana yang terbatas,

dan keterbatasan dana.

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dimaksud, diantaranya,
meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparat Satuan Polisi Pamong Praja,
memperpanjang dan atau mengusulkan anggota yang mempunyai kompetensi dan
kemampuan yang memadai untuk mengikuti Diklat PPNS, perlu dan segera membuat
SOP Satuan Polisi Pamong Praja, menambah sarana prasarana dan meningkatkan

anggaran operasional dalam rangka mensukseskan program dan kegiatan pada tahun

yang akan datang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada Pasal 11 dan 12 dikatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Pasal 11
(1)), sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Pasal 12 (1) huruf "e").

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengisyaratkan adanya aspek strategis yang wajib dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai OPD yang membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat yang telah dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2017 — 2022. Pasal 12 (1 huruf “e”) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah juga memberikan penekanan pada tugas peningkatan
pelayanan dasar melalui ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat yang merupakan tugas pokok utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai posisi strategis dalam membantu
Kepala Daerah Kota Salatiga dalam mencapai visi Kota Salatiga Tahun 2017-2022
yaitu “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART” serta melaksanakan misi ketiga
yaitu “Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah”. Misi
ketiga ini bertujuan untuk Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang
tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (LKJIP) Satpol PP 2021




Dalam mengimplementasikan tujuan dari “Misi Ketiga”, maka sasaran yang
harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatkannya
ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang
kondusif.

I. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu
dibangun kelembagaan yang handal, sehingga dalam mewujudkan peran
Satuan Polisi Pamong Praja dalam membina ketentraman dan ketertiban umum
serta menegakan Peraturan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja
Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol Polisi Pamong
Praja.

Tugas ini harus didukung oleh kelembagaan yang baik dan sumber daya
yang memadai dalam rangka peningkatan kinerja. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan tugas
pokok yang wajib dilaksanakan antara lain : Penegakan Peraturan Daerah,
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan
Dasar Hukum Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan didasarkan pada
beberapa tipe sesuai dengan kriteria Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah
PAD dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja.

Berikut ini gambaran Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Kedudukan
(1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
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(2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Satpol PP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

(1) Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota
melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum, dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

c. Fungsi

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (1),

menyelenggarakan fungsi:

(1) perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran serta sub urusan
bencana.

(2) pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat, sub wurusan ketenteraman dan
ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran serta sub urusan
bencana.

(3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran
serta sub urusan bencana.

(4) pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan

(5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Sedangkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut telah
diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 117
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Satpol PP Polisi Pamong Praja, maka Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
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1. Kepala Satuan
Kepala Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub
urusan bencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Fungsi Kepala Satuan sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum, sub urusan kebakaran, dan fungsi sub urusan bencana;

b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum, sub urusan kebakaran, dan fungsi sub urusan bencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan fungsi
sub urusan bencana;

d. pelaksanaan administrasi Satpol PP;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan
lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas,
Kepala Satuan mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan fungsi sub urusan
bencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penyusunan kebijakan Daerah;

b. menyelenggarakan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan fungsi sub urusan
bencana melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan
yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
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c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan
kebakaran, dan fungsi sub urusan bencana berpedoman pada
ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan administrasi Satpol PP berpedoman pada
ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas Satpol PP;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan
lingkup tugasnya.

2. Sekretaris
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Satpol PP
dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sesuai dengan
lingkup tugas Sekretariat;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sesuai dengan
lingkup tugas Sekretariat;

Cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat
sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;

d. pelayanan administratif Satpol PP,

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian
tugas:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas
Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan
Daerah;
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b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas
Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan,;

c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan
yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas
pelaksanaan kebijakan;

d. menyelenggarakan pelayanan administratif Satpol PP berpedoman pada
ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Penegakan
Bidang Penegakan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum dilingkup penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Wali Kota serta penyelidikan, penyidikan, dan
penindakan.

Bidang Penegakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum

sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
sesuai dengan lingkup tugas Bidang;dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Penegakan
mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan
Daerah;
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b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang
berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan
Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum dilingkup ketertiban umum, operasional dan pengendalian serta
pelindungan masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan
Masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Ketertiban
Umum, Ketentraman dan Pelindungan masyarakat mempunyai uraian
tugas :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan
kebijakan Daerah;

b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang
berpedoman pada ketentuan vyang berlaku dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.
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5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana
dilingkup pemadam kebakaran dan penanganan bencana.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana dalam
melaksanakan tugas , menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta pelindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugas Bidang;

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran dan Penanganan Bencana mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan
kebijakan Daerah;

b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang
berpedoman pada ketentuan vyang berlaku dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dengan
lingkup tugasnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga dituntut melakukan tugas secara profesional, guna mengantisipasi
perkembangan dan dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh permasalahan
yang semakin komplek, diantaranya:

a. Meningkatnya penyakit sosial seperti PSK, PGOT, Pengamen Liar yang
cenderung mengarah kriminalitas.
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b. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang
dipicu oleh sekelompok orang/masyarakat yang tidak paham dengan
aturan.

c. Kesenjangan sosial. Sebagai pemicu adanya ketimpangan yang kaya dan
miskin yang dapat menimbulkan kecemburan bagi masyarakat yang tidak
mampu dan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
sebagai dampak terjadinya kerawanan sosial dan tindak kriminalitas di
masyarakat.

d. Konflik sosial yang ditimbulkan seiring dengan perkembangan dan

kemajuan demokrasi dan terjadi rasa ketidakadilan serta interest

masyarakat terutama berkaitan dengan tuntutan masyarakat guna
mencapai suatu tujuan atau kepentingan pribadi maupun kelompok.

Belum maksimalnya pelaksanaan patroli pada daerah rawan

Kurangnya kesejahteraan dan regenerasi linmas

Kurangnya pemahaman warga masyarakat akan perda yang ada di Salatiga

T e "o

kurangnya jumlah SDM aparatur satpol pp yang bertugas dilapangan dalam

rangka penegakan perda

i. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi PPNS

j. kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur serta sarana prasarana
penanggulangan bencana

k. Belum adanya sekolah tanggap bencana

I.  Belum adanya kelurahan tanggap bencana

m. lambatnya pengiriman informasi dari masyarakat tentang laporan kejadian
kebakaran

n. kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pemadam kebakaran

0. terbatasnya jumlah mobil operasional pemadam kebakaran.

Menyikapi masalah yang berkembang di masyarakat tersebut maka
Satpol PP Kota Salatiga perlu meningkatkan profesionalisme dan langkah
konkret dengan sistem perencanaan dan pengawasan yang baik serta dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, menyangkut kuantitas atau
jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, pelaksanaan
koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan sumber-sumber pendukung
lainnya seperti:

a. Tersedianya instrumen/aturan perundang-undangan dan payung hukum
daerah yang mendasari pelaksanaan operasional.
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b. Tersedianya sarana prasarana penunjang.

0

Adanya kelengkapan administrasi, perlengkapan operasional petugas guna
mendukung kelancaran tugas operasional di lapangan.

pengadaan sarana dan prasana baru

memperbanyak regulasi tentang kelinmasan

menggiatkan petugas untuk pembinaan dan sosialisasi

usulan penambahan personil

Te "o o

melakukan koordinasi dengan korwas Polri

menggiatkan petugas untuk pembinaan dan sosialisasi
j.  membuat usulan program kegiatan di rencana kerja OPD
k. membuat usulan program kegiatan di rencana kerja OPD
|. menggiatkan petugas untuk pembinaan dan sosialisasi
m. menggiatkan petugas untuk pembinaan dan sosialisasi
n. membuat usulan program kegiatan di rencana kerja OPD
0. kelancaran tugas operasional di lapangan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan akuntabilitas pelaksanaan
tugas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9
Tahun 2011 serta diikuti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun
2016, maka perlu membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit
kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga pada akhir tahun pelaksanaan
kegiatan.

Adapun sebagai landasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mengacu pada:

od

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja,

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; '

Laporan Akuntabifitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIF) Satpol PP 2021




f. Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakkan Hak
Asasi Manusia;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penetapan Jumiah Polisi Pamong Praja;

h, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

k. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Polisi
Pamong Praja.

II. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 117 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Satpol PP Polisi Pamong Praja.
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Struktur Organisasi Satpol PP Kota Salatiga.

Subbagian -
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 Satuan
Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran, dan Peraturan
Walikota Salatiga No 117 Tahun 2020 tentang Tugas pokok dan fungsi Satpol
PP Kota Salatiga antara lain :

1. Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,
sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

2. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
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Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat, Satuan Polisi
Satuan dan dibantu oleh :

1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, membawahi :
a) Kepala sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b) Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kepala Bidang Penegakan,terdiri dari 2 seksi yaitu :
a) Kepala seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
b) Kepala seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat. terdiri dari 2 seksi yaitu :
a) Kepala Seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian ;
b) Kepala seksi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari 2 seksi yaitu :
a) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
b) Kepala Seksi Penanganan Bencana.

Kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, secara
kuantitas pada Tahun 2021 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
berjumiah 49 arang PNS, 2 orang tenaga honorer, 4 orang Petugas Pemadam
Kebakaran, Tenaga Kebersihan 1 orang dan Pegawai Harian Lepas Bantuan
Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 79 orang.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang pada Tahun 2021
adalah 135 orang sehingga syarat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja hampir mencukupi, jika
dipakai rumus persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk dan besaran
pendapatan PAD Kota Salatiga. Pencapaian ini akan memberi ruang bagi Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Salatiga untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dalam penegakan perda, ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud maka
diperlukan manusia yang handal dengan memiliki kompetensi dan inteligensi
yang tinggi.

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam organisasi
karena manusia disamping sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai

pengevaluasi kegiatan, sehingga berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi
atau pelaksanaan tugas, dalam banyak hal sangat tergantung dipengaruhi atau
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ditentukan faktor ketersediaan sumber daya manusia baik dari segi kualitas
maupun kuantitasnya. Secara umum kondisi saat ini adalah:

1. Jumlah Pegawai.
Pada Tahun 2021 jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga berjumlah 143 pegawai dengan rincian:

« Pegawai Negeri Sipil ! 49 QOrang
+ Tenaga Honorer Satpol PP 3 2 Orang
¢ Petugas Pemadam Kebakaran ! 4 Orang
« Tenaga Banpol ! 79 Orang
« Tenaga Kebersihan : 1 Orang

2. Klasifikasi Pendidikan:
PEGAWAI NEGERI SIPIL

~ NO ] PENDIDIKAN JUMLAH KET |
1. Strata 2 (S2) | 2 Orang -
2. Strata 1 (51) 17 Orang -
3. Sarjana Muda (DIII/DII/DI) 7 Orang r
4. SLTA 22 Orang -
5. SLTP - -
6. sD 1 Orang -
Jumlah | 49 Orang
= B! §

PEGAWAI KONTRAK/THL Banpol/Tenaga Kebersihan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH KET.
1. | Strata 1 (S1) 9 Orang -
2. | Diploma IV (D4) 1 Orang -
| 3. | Diploma III (D3) 6 Orang i
4. | SMA 68 Orang -
5. | SMP 2 Orang -

6 |SD

Jumiah 86 orang =
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3. Berdasarkan Golongan

NO. GOLONGAN JUMLAH | KET. |

|

1. | Golongan IV 40rang | - |
2. | Golongan III 26 Orang -

3. | Golongan II 19 Orang - l
4, | Golongan I - -
JUMLAH 49 orang | -

4. Berdasarkan Jabatan

NO. | GOLONGAN ; JUMLAH | KET.
1. | Eselon IIb 1 Orang -
2. | Eselon Illa 1 Orang =
3. | Eselon IIIb . 30rang | -
4 i Eselon IVa | 8 Orang -
5. | Non Eselon | 36 Orang -
i i
| Jumlah I 49 orang -
|

5. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Pegawai

No. | Diklat Jumlah Ket.
A | Diklatpim II 1 Orang -
2. ? Diklatpim IIL 3 Orang -
3. | Diklatpim IV 9 Orang

Jumlah 13 orang -
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III. Sarana dan Prasarana.

No. ~ Sarana/Prasarana Jumlah !
1. |Tanah 0 m?
¢ Bangunan Gedung 2 unit
3, Kendaraan 45 unit
4. | peralatan mesin |11 unit
5. | Almari _ 58 unit
6. |Kursi ' 99 unit
7. | Meja | 24 unit
8. | Laptop 4 unit
9. | Printer | 13 unit '
10. |AC N 5 unit
11. | PC/Komputer 27 unit
12, | Scanner T 2 umit
| 13. | Kipas Angin ' 5 unit |
14. |HT 30 unit
15, |Camera Digital 5 unit
16. | Alat Komunikasi Digital |1 unit
17. |RIG 4 unit

B. Isu Strategis Organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program-program pada
tahun 2018, didasarkan pada RPIMD, Renstra dan Renja yang memuat kebijakan-
kebijakan strategis dalam pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat
sebagai Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan
Pemerintahan Wajib ini dimuat dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2017 — 2022. Maka pada tahun anggaran 2021 program-program yang
dilaksanakan terdiri dari:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
« Kegiatan Penyediaan Jasa Surat- menyurat;
» Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
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2)

3)

4)

5)

6)

« Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

« Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

= Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

o Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

« Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

» Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

» Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor;

s Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

e Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

» Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

« Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

o Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

L]

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

+ Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

« Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

« Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;

« Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD;

Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan;

Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

L]

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan;

Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah;
Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satpol PP 2021




7) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertibanda Keamanan;
« Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
« Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
Alam;
9)  Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
+ Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran;
» Kegiatan Sosialisasi Norma, Standar, Pedoma, dan Manual Pencegahan
Kebakaran;
« Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertologan Pencegahan Kebakaran;
» Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran;
¢ Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

C. Permasalahan Organisasi

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja
adalah sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada yang belum dapat
diberdayakan secara maksimal. Dan juga belum didukung oleh prasarana yang
memadai seperti gedung kantor sehingga kinerja aparatur belum dapat berjalan
secara maksimal. Gedung Satpol PP yang terletak di Jl. Sukowati tidak
representarif. Kantor Damkar yang terletak di JL.A.Yani tidak representatif. Ketika
persoalan personil yang kekurangan sebagai suatu persoalan dalam penyelesaian
suatu program kerja namun ketika personil terpenuhi maka perlunya dukungan
sarana dan prasarana dalam meningkatkan dan memberdayakan kualitas sumber
daya manusia yang handal. Pada prinsipnya program yang dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih
terdapat beberapa program yang tidak sepenuhnya dilaksanakan akan tetapi
mengalami efisiensi yang positif.

Berikut ada beberapa permasalahan atau kendala yang menyebabkan
target tidak tercapai atau program tidak dilaksanakan secara maksimal, antara lain;
1. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kondisi dan situasi

yang tidak memungkinan dalam pelaksanaan;
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2. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi dalam
memahami dan menerjemahkan suatu kegiatan atau aturan;

3. Kurangnya personil baik penyelenggaraan maupun peserta yang akan
menjadi obyek yang akan dituju;

4, Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mendukung
terselenggaranya suatu kegiatan;

5. Belum terpenuhinya PPNS dalam rangka meningkatkan penyidikan pada
suatu pelanggaran Peraturan Daerah;
Tidak sinkronnya program antara Pusat, Propinsi maupun Kab./Kota;
Adanya perubahan-perubahan baik secara instrumen, atauran-aturan yang
sudah tidak relevan maupun keadaan politik yang berpengaruh terhadap
berubahnya suatu kegiatan.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga yang termuat
dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan maupun yang ada pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD merupakan rencana kerja yang dilakukan setiap
tahun anggaran. Rencana Kerja ini ditandai dengan Kontrak Kerja antara Kepala
Daerah dan Kepala OPD dalam meningkatkan kinerja aparatur. Kontrak kerja dimaksud
dimuat dalam dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan tolak ukur kinerja OPD
selama satu tahun sebagai perjanjian kerja antara Walikota dan Kepala OPD sebagai
penanggungjawab kegiatan. Penetapan Kinerja juga dapat mencegah terjadinya
kebocoran dan dapat memaksimalkan kinerja penanggungjawab kegiatan.
Penanggungjawab kegiatan dimaksud memuat Program/kegiatan Kerja Tahunan yang
dilaksanakan oleh OPD khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Maka Sesuai Tugas
Pokok dan fungsinya maka Program Kerja utama meliputi Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan,program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan, program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam, serta program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran. Adapun Sasaran strategis sesuai dengan Penetapan Kinerja terdiri dari:

1) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta
wilayah yang kondusif

2)  Meningkatnya profesionalitas aparat yang tanggap darurat

3) Meningkatnya respon time petugas damkar dalam melakukan penanganan
kebakaran

Dari ketiga Sasaran Strategis diatas dengan indikator kinerja masing-masing kegiatan
dilaksanakan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;

5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan:

6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
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7)  Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
8) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;

Sasaran strategis, indikator kinerja dan program kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Salatiga inilah yang dimuat dalam penetapan kinerja sebagai wujud
terlaksananya program kerja selama tahun anggaran 2021.

Program-program tersebut merupakan program yang dimuat dalam
Perencanaan Kinerja dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Rencana
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini dibuat dalam Rencana Kerja (Renja) OPD
tahunan sebelumnya sehingga pada saat pelaksanaan didasarkan pada dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan.
Dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Program Nasional
tentang penegakan perda tidak dimuat secara spesifik karena pada saat pembuatan
Renstra OPD pada Pemerintahan Kepala Daerah yang baru, Renstra ini telah disusun,
sehingga program penegakan perda jadi satu dengan program pengendalian
keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Akan tetapi program-program ini dapat dilaksanakan dan diukur walaupun
target nasional tidak tercapai dan dapat dilihat pada pelaksanaan program Standar
Pelayanan Minimal. Rencana Kinerja sesuai dengan dokumen Renstra akan berakhir
tahun 2022 dengan beberapa program dan kegiatan yang masih berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Maka untuk kedepan dalam
pelaksanaan akan dilakukan pengukuran/indikator untuk mengukur capaian setiap
pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul maksimal.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 pada setiap

kegiatan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya dari setia

kegiatan yang telah ditetapkan, berdasarkan sasaran kinerja, penetapan kinerja,

rencana kerja dan program kerja yang ada. Pencapaian kinerja OPD Satuan Polisi

Pamong Praja pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a)

b)

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
Angka Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah di Kota Salatiga dari target sebesar 100%, Rumus Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah

Jumiah Pelanggaran Perda yang ditangani x 100%
Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan/diketahui

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
ditargetkan 100 % pada tahun 2021 dan dapat terealisasi sebanyak 100
% dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke Satpol
PP akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Kondisi kinerja Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah pada awal periode RPIMD 2017-2022 (tahun 2020)
tercapai 100% dan pada tahun 2021 tercapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana
strategis (renstra)

Angka capaian Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah di Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 100 % dan target di
renstra adalah 100%.
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d) Perbandingan dengan standart nasional
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di
tahun 2021 tercapai 100%.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penyebab keberhasilan Cakupan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah di Kota Salatiga tahun 2021 dikarenakan Satpol
PP sigap dalam mengatasi setiap pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh
masyarakat dan yang diketahui dilapangan saat melakukan patroli
keliling. Yang saat ini sedang mengalami pandemi dengan dilaksanakan
Prokes Kesehatan yaitu; Menjaga jarak, Memakai Masker, Mencuci
Tangan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya

antara lain:

1) Keuangan
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian
sasaran ini dianggap sudah mencukupi/memadai, anggaran Tahun
2021 adalah Rp. 205.350.000 (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 193.767.400
(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh
Juta Empat Ratus Rupiah) atau terealisasi sebesar 94,36%.

g) Analisis Program/Kegiatan
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator sasaran yaitu:
(1) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah

2. Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
Target Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum sebesar 100% pada
setiap wilayah kecamatan dan tercapai 100% pada setiap wilayah
kecamatan. Rumus Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat adalah

Jumlah Kelompok Patroli x 4 % 100%
Jumlah Kecamatan
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Jumlah kelompok patroli satpol pp selama tahun 2021 sebanyak 2
pasukan dikali 4 kegiatan patroli dibagi jumlah kecamatan sebanyak 4
kecamatan,

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Kondisi kinerja Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum pada awal

periode RPIMD 2017-2022 (tahun 2019) tercapai 100 % patroli pada

setiap wilayah kecamatan dan pada tahun 2021 tercapai 100 % pada
setiap wilayah kecamatan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana

strategis (renstra)

Target Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum Tahun 2021 tercapai

sebesar 100% pada setiap wilayah kecamatan. Sedangkan tahun 2021

target pada renstra sebesar 100% patroli pada setiap wilayah kecamatan.

c) Perbandingan dengan standart nasional

Hasil dari Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum pada tahun 20201

adalah 100% pada setiap wilayah kecamatan.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa penyebab keberhasilan Angka Persentase Patroli Siaga

Ketertiban Umum yang terlaksana dapat tercapai 100% antara lain :

a) Rutinnya pelaksanaan patroli.

b) Kesadaran personil SATPOL PP akan pentingnya patroli sehingga
lebih cepat mengetahui ketika terjadi hal hal yang berkaitan dengan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya

antara lain:

1) Keuangan
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan pada
tahun 2021 adalah sebesar 1.196.954.700 (Satu Milyar Seratus
Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu
Tujuh Ratus Rupiah) terealisisai sebesar Rp. 1.209.021.750,- atau
91,63 %. Anggaran ini terdiri berbagai patroli yang dilakukan satpol
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PP seperti patroli rutin harian, patroli pengamanan hari besar
keagamaan, patroli rangkaian pemilihan Presiden dan Pemilu
Legislatif dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
f) Analisis Program/Kegiatan

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

indikator sasaran yaitu:

(1) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

- Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/
Kota
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020
Rumus Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten/ Kota adalah

Jumlah Petugas Linmas ¥ 10.000
Jumlah Penduduk

Target kinerja tahun 2021 sebesar 79 orang / 10.000 penduduk. Jumlah
linmas tahun 2021 sebanyak 1.228 orang dengan jumlah penduduk
Salatiga sebanyak 196.211 penduduk sehingga hasil dari Cakupan Rasio
Petugas Perlindungan Masyarakat adalah 63 linmas per 10.000 penduduk.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2020 dengan tahun sebelumnya
Realisasi Tahun 2019 adalah 63 linmas per 10.000 penduduk dan capaian
tahun 2019 adalah 62 linmas per 10.000 penduduk.

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana
strategis (renstra)

Tahun 2020 ditargetkan 77 linmas per 10.000 penduduk dan terealisasi
sebesar 63 linmas per 10.000 penduduk dan diharapkan di tahun 2021
akan terus meningkat.

d) Perbandingan dengan standart nasional
Dibandingkan dengan standar nasional, Angka Cakupan Rasio Petugas
Perlindungan Masyarakat yang terlaksana masuk dalam kategori Berhasil
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yaitu dari target nasional 1 org setiap RT atau sebutan lainnya terealisasi
62 linmas per 10.000 penduduk.
e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
1) Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungannya
dengan menjadi anggota linmas
f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
1) Keuangan
Anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan iini adalah Rp
161.731.900 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terealisasi sebesar Rp
153.330.500 atau sebesar 94,81%
g) Analisis Program/Kegiatan
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator sasaran yaitu:
(1) Program pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka
kentetraman dan ketertiban umum
- Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di
Masyarakat
4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah
kebakaran
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
Target kinerja tahun 2020 sebesar 70% dengan realisasi 52,6%. Rumus
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah
kebakaran adalah

Jumlah kejadian yang ditangani selama 60 menit x 100%
Jumiah kejadian dalam setahun

Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani selama 60 menit dalam 1
tahun sebanyak 20 kejadian dibagi jumlah kejadian kebakaran dalam 1
tahun sebanyak 38 kejadian dikali 100 %.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2021 dengan tahun sebelumnya
Realisasi kinerja tahun 2021 tercapai 70%. Pada tahun 2020 dengan
realisasi 52,6%.
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d)

g)

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana
strategis (renstra)

Angka capaian Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
layanan wilayah kebakaran tahun 2021 ditargetkan 70% tercapai sebesar
52,6% dan tahun 2021 diharapkan makin meningkat

Perbandingan dengan standart nasional

Dibandingkan dengan standar nasional, Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan wilayah kebakaran Tahun 2021 tercapai 81.8%
dari target nasional sebesar 75%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan capaian tingkat waktu tanggap (response time
rate) daerah layanan wilayah kebakaran sebesar 52,6% dikarenakan
terpenuhinya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk
jangkauan antar wilayah dan letak sumber air. Faktor penentu lainnya
adalah partisipasi masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah Rp 91.677.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 24.294.800 (Dua Puluh
Empat Juta Dua Ratus embilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
atau sebesar 24%.

Analisis Program/Kegiatan
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator sasaran yaitu :

(1) Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kab/Kota
- Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah

Kab/Kota.
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5. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota

a)

b)

d)

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
Angka Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota dari
target sebesar 80% terealisasi sebesar 100%. Rumus Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran adalah

Jumlah mobil yang dipakai untuk operasional ¥ 100%
Jumlah mobil yang ada

Pada tahun 2021 jumlah mobil pelayanan bencana kebakaran ada 3 mobil
dan hanya 3 mobil yang bisa dipakai untuk operasional saat terjadi
kebakaran sehingga realisasi kinerja untuk cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kota salatiga sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota pada
tahun 2020 tercapai 100% dan angka tahun 2021 tercapai 100%
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana
strategis (renstra)

Angka capaian Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota
tahun 2020 sebesar 150% ditargetkan di renstra Tahun 2020 sebesar
100%.

Perbandingan dengan standart nasional

Dibandingkan dengan standar nasional, Angka Cakupan pelayanan
bencana kebakaran Kabupaten/ Kota di Kota Salatiga Tahun 2020
tercapai 100% dari target nasional sebesar 80%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan capaian Cakupan pelayanan bencana kebakaran
Kabupaten/ Kota sebesar 100% dikarenakan semua mobil pemadam
kebakaran dapat digunakan secara maksimal saat terjadi kejadian
bencana kebakaran.
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h) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah sebesar Rp 97.555.000 dan terealisasi sebesar Rp 95.975.000 atau
sebesar 98,38%.

i) Analisis Program/Kegiatan
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
indikator sasaran yaitu:

(1) Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kab/Kota

- Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kab/Kota

6. Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
Rumus Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran adalah

Jumiah Petugas Pemadam Kebakaran % 10.000
Jumlah Penduduk

Target kinerja tahun 2021 sebesar 2 orang per 10.000 penduduk. Jumlah
petugas pemadam kebakaran tahun 2021 sebanyak 19 orang dengan
jumlah penduduk salatiga sebanyak 196.228 penduduk sehingga hasil
dari Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat adalah 0.97 orang
per 10.000 penduduk.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2021 dengan tahun sebelumnya
Realisasi Tahun 2020 adalah 1 orang per 10.000 penduduk dan capaian
tahun 2021 adalah 0.9 orang per 10.000 penduduk.

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana
strategis (renstra)

Tahun 2021 ditargetkan 2 orang per 10.000 penduduk dan terealisasi
sebesar 0.9 orang per 10.000 penduduk.
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d) Perbandingan dengan standart nasional
Tidak ada standar nasional
e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- Masih kurangnya jumlah petugas pemadam kebakaran vyg
bersertifikat.
- Jarak tempuh ke lokasi kebakaran jauh dari pos Damkar Salatiga
menyebabkan obyek kebakaran lebih sulit dipadamkan.
- Ketersediaan hidran.
- Belum mempunyai mobil pemadam kebakaran yang bisa menjangkau
Gedung betingkat.
- Mobil pemadam kebakaran yang sudah tua.
- Belum ada kompresor pengisian tabung oksigen.

(1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini

sebesar Rp 42.259.300 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh

Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 28.273.450

(Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus

Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 66,90%.

f) Analisis Program/Kegiatan

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

indikator sasaran yaitu:

(1) Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kab/Kota
- Pemberdayaan Masyarakat dalam  Pencegahan  dan

Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat.

B. Realisasi Anggaran .
Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021, Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Salatiga telah melaksanakan sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) sehingga target dan realisasi anggaran dapat
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terserap. Namun demikian secara kuantitatif dapat dihitung penyerapan sesuai
prosentase.

Berikut Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021:

Alokasi Target dan Realisasi Anggaran.

Khusus untuk Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Salatiga disesuaikan dengan pelaksanaan program atau prioritas kegiatan

yang meliputi:

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

a.

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran sebesar Rp 19.015.000 (Sembilan Belas Juta Lima Belas Ribu
Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 8.192.000 (Sembilan Juta Seratus
Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 43.08%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran sebesar Rp 6.302.934.000 ( Enam Milyar Tiga Ratus Dua Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan realisasi
sebesar Rp 5.728.304.866 ( Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan
Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
atau sebesar 90,88%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp 25.994.080 (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau sebesar
86,65%

. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran sebesar Rp 61.813.000 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus
Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 59.315.000 (Lima
Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar
95,96%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran sebesar Rp 176.252.800 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua
Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi
sebesar Rp 136.918.575 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus
Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar
77,68%
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f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran sebesar Rp 2.690.882.500 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan
Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
dengan realisasi sebesar Rp 2.549.897.259 (Dua Milyar Lima Ratus
Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu
Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 94,76 %

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinatahan
Daerah
Anggaran sebesar Rp 777.921.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta
Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp 532.944.396 ( Lima Rafus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau
68,51%
2.  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1
(Satu) Daerah Kab/Kota
Anggaran sebesar Rp 991.604.700 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp 909.782.550 (Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh
Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau
sebesar 91,75%
b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Anggaran sebesar Rp 205.350.000 (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 193.767.400
(Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu
Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 94,36%
3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kab/Kota
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Anggaran sebesar Rp 91.667.0000 (Sembilan Puluh Satu Juta Enam
Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp 24.294.800 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat
Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 26,50%
b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
Anggaran sebesar Rp 42.259.300 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp 28.273.450 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga
Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 66,90%.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
merupakan suatu laporan untuk mengukur kinerja sampai sejauhmana program
/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana strategis OPD.
Pembuatan laporan ini merupakan suatu tanggungjawab OPD dalam melaksanakan
tugas pokok sebagai aparat penegak perda dan pelaksanaan ketentraman dan
ketertiban umum.

Kesimpulan:

1. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebagai suatu gambaran bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja baik secara kualitatif maupun kuantitatif telah melaksanakan
program/kegiatan sehingga dapat diukur capaiannya. Capaian secara keseluruhan
cukup baik artinya cukup adalah bahwa belum maksimal jika dilihat secara indikator
yang dipakai secara kuantitatif akan tetapi secara kualitatif baik fisik dapat
terlaksana dengan baik. Posisi ini perlu adanya kesamaan program kerja yang lebih
baik dan ada kontrol dalam pelaksanaan agar dapat berjalan dengan optimal sesuai
dengan kebijakan Kepala Daerah. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi
tergantung bagaimanan manajemen mengelola program/kegiatan sehingga
kedepan akan mencapai keberhasilan yang diinginkan yakni tujuan organisasi itu
sendiri.

2. Harapan kedepan adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga lebih
giat dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga
segala program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen
perencanaan dan tepat guna dan tepat sasaran sehingga capaian dapat diukur
kinerja dalam rangka kesuksesan organisasi. Program/kegiatan kedepan harus
disamakan dengan program/kegiatan nasional walaupun targetnya tidak tercapai
akan tetapi target dan realisasi dapat terukur dengan baik. Perlu adanya reformasi
organisasi yang lebih baik dengan peningkatan status dalam esselonering hal ini
agar tugas pokok dapat secara optimal dapat dilaksanakan orang-orang yang
berkompeten dalam mengelola manajemen organisasi yang lebih berkualitas.
Satuan Polisi Pamong Praja menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam
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organisasi khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang
mengelola program/kegiatan organisasi, sehingga harapan kedepan program-
program dapat tercapai sesuai tujuan organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga ini dibuat sebagai bahan evaluasi kinerja, pertanggungjawaban maupun hasil
kinerja yang dicapai selama tahun 2021 semoga menjadi pedoman untuk meningkat
kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Salatiga, Januari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PA G PRAJA
KOTA SALATIGA

NIP, 19640714 198607 1 002
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